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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dikemukakan dalam 

Bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Pengendalian pencemaran air laut akibat tumpahan minyak di Teluk Kota 

Balikpapan telah dilaksanakan dengan baik Tim Gabungan penanggulangan 

tumpahan minyak yang dipimpin oleh KSOP yang beranggotakan Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, dinas lingkungan hidup provinsi kaltim, PT. 

Pertamina RU V Balikpapan, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion 

Kalimantan (P3EK) dan UPT Balai Pengamanan, Penegakan Hukum dan 

Kehutanan Kalimantan, Ditjen Gakum LHK, Perwakilan Direktorat Jendral 

Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan (PPKLH), Bareskrim 

Polda Kaltim. Pengendalian yang dilakukan Tim Gabungan berupa pencegahan 

dengan cara melakukan pengawasan pasif kepada PT. Pertamina dan PT. 

Pertamina wajib melakukan pelaporan secara berkala yang nantinya laporan 

tersebut akan diperiksa oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan jika ada 

limbah yang melebihi baku mutu air atau tidak. Dalam pengendalian pencemaran 

air laut akibat tumpahan minyak, PT. Pertamina menerima 7 (tujuh) sanksi yang 

isinya 1 (satu) poin terkait dengan pemulihan dan 6 (enam) poin terkait dengan 

pencegahan agar kasus tumpahan minyak ini tidak terulang kembali.  Setelah 

melakukan pencegahan, menetapkan status Tier 1 Kota Balikpapan untuk 
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melakukan serangkaian kegiatan dalam upaya penanggulangan pencemaran air 

laut yaitu pengambilan sampel pada air dan tanah untuk di uji ke laboratorium dan 

melakukan pemulihan lingkungan seperti penanaman kembali pada hutan 

mangrove, melakukan oil spill dispersant untuk menggumpalkan minyak yang 

ada didasar laut. Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan maupun pemerintah 

juga melakukan koordinasi kepada PT. Pertamina dalam memberikan dukungan 

logistik pada masyarakat terdampak dan juga santunan bagi keluarga korban 

meninggal dunia. Adapun pemulihan lingkungan yang dilakukan sendiri oleh 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan yaitu melakukan pemulihan lahan 

terkontaminasi dengan mengajukan dokumen Rencana Pemulihan Fungsi 

Lingkungan Hidup (RPFLH), Ketika sudah disetujui oleh KLHK maka langsung 

dilakukan pemulihan lahan terkontaminasi. Pemulihan dilakukan oleh PT. 

Pertamina dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan bertugas sebagai 

supervise dan mengawasi pemulihan yang dilakukan. Terbitnya Surat Status 

Penyelesaian Lahan Terkontaminasi (SSPLT) pada saat lingkungan sudah pulih. 

Pemulihan yang dilakukan berlandaskan pada Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 

P.101/MENLHK/KUM.1/11/2018 tentang Pedoman Pemulihan Lahan 

Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 

Kendala-kendala yang dibahas pada Bab sebelumnya menyebabkan upaya 

pengendalian pencemaran air laut menjadi terhambat oleh waktu karena tidak ada 

alat uji laboratorium dan peralatan yang kurang seperti oil boom. Tidak hanya soal 
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waktu, tetapi keselematan bagi masyarakat yang ingin ikut membantu dalam 

membersihkan minyak yang ada di pesisir pantai dan juga permasalahan 

kewenangan AMDAL PT. Pertamina yang tidak ada di Kota Balikpapan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan diatas, Penulis memberikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Pemerintah Kota Balikpapan lebih meningkatkan pengawasan terhadap 

kegiatan industri minyak dalam rangka mengendalikan pencemaran laut yang 

berkaitan dengan limbah B3 seperti tumpahan minyak, melihat proses 

pemulihan air laut karena terbatasnya peralatan untuk pengujian sampel 

minyak dan air, diharapkan agar bisa menyediakan alat untuk pengujian 

sampel minyak dan air, sehingga jika terjadi hal serupa bisa diselesaikan lebih 

cepat dari sebelumnya. Diharapkan juga bagi Pemerintah Kota Balikpapan 

tegas dalam memberikan peraturan bagi perusahaan-perusahaan MIGAS 

contohnya seperti wajib melaporkan kegiatan perusahaan setiap tahunnya 

kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, karena dilihat dari kasus 

diatas adanya pelaporan berkala pada saat terjadinya kasus tumpahan minyak 

saja. 

2. Pemerintah Kota Balikpapan diharapkan perlu lebih transparan dalam 

penyelesaian kasus tumpahan minyak ini agar masyarakat mengetahui sudah 

sampai mana tahap penyelesaian dari kasus ini dan sanksi apa saja yang 
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diterima oleh PT. Pertamina dari terjadinya kasus tumpahan minyak ke air laut 

di Teluk Kota Balikpapan, sehingga tidak menimbulkan opini-opini publik 

yang meresahkan bagi masyarakat Kota Balikpapan.  

3. PT. Pertamina diharapkan perlu menerapkan SOP kepada setiap karyawan 

agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan mungkin selanjutnya 

PT. Pertamina dapat melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap alat-alat 

mulai dari alat yang digunakan untuk menambang, penyalur dan penyimpanan 

minyak agar tidak terjadinya kebocoran atau tumpahan minyak yang dapat 

menyebabkan pencemaran ke air laut maupun lingkungan.  
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